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TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

s
—

KABUPATEN JEMBER

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
daiam suatu Keputusan Kepaia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja tastansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M PAN/11/2008 fentang Petunjuk Penyusunan Indikater Kinera
Utama ;



Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

. Indikator Kineria Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

. Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

KEDUA bertujuan untuk :

(1)

(2)

Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi

. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

a.

b
C.
d.
e

Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi : Jember
Pada tanggal . 10 Februari 2028

PIt. Kepal{j\ﬁan Pendapatan Daerah

VA\

Har ustrioho ATD, MT
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196908111992031005




Instansi

Tugas

Fungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan
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Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bjdang pendapatan daerah;

Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;

Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;

Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daergh (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi
terkait;

Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD,;

Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup padan;

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;

Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;

Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan dagrah lainnya;

Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di pidang pendapatan daerah;

Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;

Pelaksanaan koordipasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
Penyugunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;

Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;



Tujuan
Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
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Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan rgalisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
s. Penetapan ren¢ana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
t.  Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;

Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan

< €

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

1. Jumlah Relisasi Penerimaan Pendapiatan Asli Daerah (PAD)
Persentasg¢ PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentasg Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut
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Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025
NO KINERJA UTAMA ' 'NDIKAS.?:MlﬂNERJA FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB ag':?iR
1. | Mewujudkan . Jumlah Realisasi Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun Berkenaan | Bidang Verifikasi dan Badan
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pengendalian Pendapatan Daerah Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah (PAD) Penjelasan Indikator : Daerah
(PAD) Data realisasi PAD diperoleh dari data realisasi PAD
Kabupaten Jember yang terlaporkan melalui aplikasi
Pajak Daerah Lainnya
. Persentase PAD Jumlah Realisasi PAD Bidang Verifikasi dan Badan
terhadap Pendapatan Jumlah Realisasi Pendapatan X 100% Pengendalian Pendapatan Daerah | Pendapatan
Daerah Daerah Daerah

Penjelasan Indikator :

Realisasi PAD adalah {otal penerimaan daerah dari
pajak, refribusi, dan sumber lain dalam satu tahun
anggaran,

Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah adalah total
penerimagan yang berhasil dikumpulkan dari berbagal
sumber pendapatan @aerah dalam satu tahun
anggaran




SUMBER

NO KINERJA UTAMA INDIKAJ_? EM'ﬂNERJA FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB DATA
3. Persentase Pendapatgn Jurnlah Realisasi Pajak Daerah 1. Bidang Perencanaan dan Badan
0,
Pajak Daerah yang Jumlah Target Pajak Daerah Tahun X 100% Pengembangan Pendapatan Pendapatan
Dipungut terhadap Berjalan + Tagihan Pajak Daerah Daerah Daerah
. . H l
goLenm Pajal[;yang ¢ b il o 2. Bidang Penetapan dan
eharanys Lipungs Penjelasan Indikator : Keberatan Pendapatan Daerah
Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total
penerimagn dari pajak daerah yang berhasi|
dikumpulkan dalam satu tahun anggaran.
Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan +
Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan adalah total
proyeksi penerimaan pajak daerah dalam satu tahun
anggaran ditambah dengan kewajiban pajak yang
harus dibayarkan pada tahun yang sama.
4. Persentase Realisasi Jumlah Realisasi Pajak Daerah i 1. Bidang Perencanaan dan Badan
Pajak Daerah Terhadap Jurnlah Target Pajak Daerah X 100% pengembiangan Pendagatan Pendapatan
Target ' Daerah Daerah

Penjelasan Indikator:

Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total
penerimaan dari pajak daerah yang berhasil
dikumpulkan dalam satu tahun anggaran.

Jumlah Target Pajgk Daerah adalah total
penerimagn pajak yang ditetapkan sebagai sasaran
dalam safu tahun anggaran.

2. Bidang Penagihan dan
Pelaporan Pendapatan Daerah

3. Bidang Bidang Penetapan dan
Keberatan Pendapatan Daerah

4. Bidang Verifikasi dan
Pengendalian Pendapatan
Daerah




1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan
data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyafakat terhadap pelayanan publik

Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah
menggunakan melalui Sistern Informas|
(e-SUKMA)

. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada

PermepnPANRB nompr 14 tahun 2017 tentang
Pedoman Penyuspnan  Survei  Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Unsur pelayanan yang dinilai dalam KM,
meliputi :

Kespsuaian persyaratan

Sistem, mekanismg dan prosedur pelayanan
Walktu penyelesaign

Biaya / tarif

Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan
Kompetensi pelaksana

Perilaku pelaksang

Penanganan pengaduan , saran dan masukan
Sarana dan prasarana

NO KINERJA UTAMA IND'KAJ.? :MlﬂNERJA FORMULASI PERHITUNGAN DAN FENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB sg':?iR

2. | Meningkatnya Kualitas Nilai Indeks Kepuasan Nilai Indeks Kepuasan Masygrakat Bidang Perencanaan dan Badan
Pelayanan Pajak Masyarakat atas Pelayanan Pengembangan Pendapatan Pendapatan
Daerah Pajak Daergh Penjelasan Indikator : Daerah Daerah




